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Abstrak
 

<p style="text-align: justify;">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah mengatur mengenai

Pembatalan Perkawinan dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Hal-hal yang diatur mengenai

Pembatalan Perkawinan di dalam UU Perkawinan sendiri adalah mengenai alasan-alasan apa saja yang

dapat menjadi penyebab dibatalkannya suatu perkawinan. Bahwa secara keseluruhan dibatalkannya suatu

perkawinan adalah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat bagi suami dan/atau isteri untuk melangsungkan

perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu alasan suatu perkawinan dapat

dimohonkan pembatalannya adalah karena terdapat salah sangka atas diri suami atau isteri. Ketentuan inilah

yang menjadi dasar adanya permohonan perkawinan yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor 1360

K/Pdt/2012, dimana Pemohon yang berkedudukan sebagai Isteri mendalilkan telah adanya salah sangka

terhadap keadaan orientasi seksual Termohon—suami yang dinikahinya. Hakim pada Pengadilan Negeri

maupun sampai dengan Mahkamah Agung, menolak adanya permohonan ini dengan alasan bahwa keadaan

salah sangka tidak mencakup keadaan orientasi seksual dan perkawinan yang terjadi tidak menyalahi

ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, setelah dikaji lebih lanjut dapat dipahami bahwa

perkawinan yang demikian sebenarnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang

mengamanatkan kehidupan perkawinan yang langgeng. Lebih lanjut, dikaitkan dengan kajian psikologis

mengenai kelainan orientasi seksual, dapat dipahami bahwa orientasi seksual merupakan bagian dari

identitas diri seorang individu, sehingga merupakan bagian dari diri seseorang sebagaimana rumusan dari

Pasal 27 ayat 2 UU Perkawinan. Untuk itu perkawinan yang demikian sepatutnya dibatalkan.</p><hr /><p

style="text-align: justify;">Marriage Regulation Number 1 Year 1994  as amended with The First

Amendment of Marriage Regulation Number 16 Year 2019 (later on mentioned as “UU Perkawinan”) has

regulated the annulment of marriage in the provisions of Article 22 through Article 28. UU Perkawinan

regulates regarding what are the reasons that can be the cause of marriage being annulled. In general, the

annulment of marriage can happen because of the conditions that already been established in UU

Perkawinan is not fulfilled by the husband and/or the wife. In the provision of Article 27 verse (2)

mentioned that one of the reason why marriage can be annulled is because there has been such
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misinterpretation towards the husband and/or the wife. This provision later became the main reason of

marriage annulment petition that requested by the applicant in the case number 1360 K/Pdt/2012 in which

the applicant has a legal standing as the wife that postulates that there had been some sort of

misinterpretation towards her husband’s sexual orientation. Judges in Pengadilan Negeri and Mahkamah

Agung rejected this petition with consideration that misinterpretation as mentioned in the provision of

Article 27 verse 2 can not be applied for sexual orientation and there was no one in that marriage violates

marriage law, thus, the petition can not be granted. However, after further study it can be understood that

this kind of marriage is not comply with the provision of Article 1 UU Perkawinan which mandates that any

marriage should expected to be last for a lifetime. Furthermore, related with physicology perspective

regarding sexual orientation, it can be understood that sexual orientation is a part of the identity of an

individual, therefore it is part of oneself as is mentioned in the Article of 27 verse (2) UU Perkawinan. For

this reason such marriages should be cancelled. </p><p> </p><p> </p>


